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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 09 TAHUN 2011
TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Kota
Bandung tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan
kenyamanan kota, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan
lingkungan kota sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah;

b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan Kota Bandung yang sehat dan
bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas
dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh
semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya
untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya;

c. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah mempunyai Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan
di Kota Bandung yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang
mengamanatkan  bahwa penyelenggaraan  pengelolaan  sampah
diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan
pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga
dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efesien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung

tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat : ...



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
((Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 274);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Bandung Nomor
02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Bandung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Bandung
Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Bandung Tahun 1985 Nomor 10);
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Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung Nomor 04
Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan
Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat
Sanksi/Ancaman Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
Il Bandung Tahun 1986 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung Nomor 10
Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bandung
Tahun 1989 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun
2004 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006
Nomor 03) ;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) TAhun 2009-2013
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan
Daerah (RPJMD) TAhun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2011 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Belanja
Jasa Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan
Usaha (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 14);

Dengan ...



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4
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Daerah adalah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

Walikota adalah Walikota Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD Kebersihan adalah
Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebagai lembaga pengelola sampah.
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang
berbentuk padat.

Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam
rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah
tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum
dan/atau fasilitas lainnya.

Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen,
kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan
dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang.

Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk
kepentingan nasional/berskala nasional.
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Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah pemerintah kota atau pelaku usaha yang
bermitra dengan pemerintah kota yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan
sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang
dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai
dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang
berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai
dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian
dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih
dahulu.

Produsen adalah pelaku wusaha yang menghasilkan, mengimpor dan/atau
mendistribusikan suatu produk dan kemasan produk.

Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.

Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pemilahan adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan
jenis, jumlah dan/atau sifat sampabh.

Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber
sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat
penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat
pemrosesan akhir.

Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakeristik, komposisi dan/atau jumlah
sampah.

Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu
hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan
lingkungan.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat
pengelolaan sampah terpadu.
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